
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 7 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJ A RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

SINGAPARNA MEDlKA CITRAUTAMA 

Menim ang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa Rumah Sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas 
pelayanan kesehatan yang m empunyai karakteristik dan 
organlsasl yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan 
khusus un uk m e duku ng penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan; 

b . bahwa da lam rangka meningkatkan kinerj a layanan Rumah 
Saki Daerah bagai ·t organisasi bersifat khu sus yang 
m emberikan layanan secara profesional melalui pemberian 
otonom i dala m pengelolaan keu angan dan barang milik 
daerah s rta b idang k pegawaian perlu diatu r seca ra khusus; 

c . bahwa ntu k m engatur dan m elaksanakan ketentuan 
sebagaimana ter sebut pada h uruf a dan h u ruf b, perlu 
menetapkan Peratu ran Bupati ten ta ng Pem bentukan, 
Su sunan Organisa i, Tugas dan Fungsi s erta Tata KeIja Rumah 
Sakit Umum Daerah Singaparn a Medika Citrautama; 

1. Undang-Un dang Nomor 14 Tahun 1950 tenta ng Pembentukan 
Daerah-Daer Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), 
sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten a ng Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

epublik Indonesia ahun 2015 omor 58 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 ); 

3 . Pera turan Peme 'n tah NomoI' 18 Tah n 0 1 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In neSla 
Tahun 2016 Nom r 114 Tambahan Lembaran Negara 
Re ublik Indonesia omor 5887) sebagaimana telah 'u ah 
dengan Peraturan Peme 'ntah Nomor 72 Tahun 2019 t n tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nom r 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( m baran egara 
Republik I oneSla T' hun 019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran egara Re u lik Indonesia Nomor ( 402); 

4. aturan b pa e T N r 1 Tahun 
2 16 ten Car r du k Hukum 
Daerah laya Tahun 
20 6 Nomo 1); 

5. Peraturan Daera Kabupate Ta sik laya Nomor 3 Tahun 
20 16 te tana Urusan e eri tahan yang . enjadi 
K wenan g Pemerintahan Ka bupaten Tasi alaya 
(Lembara Da r h K' p ten a T u 2016 
Nom r 3); 

6 . Peraturan Da erah abu a te . sikmc. laya N mor 7 
Tah n 20 1 tentang Pembentu kan dan Susunan Perangkat 
Da r (Lembara aerah Ka bu ten asikmalaya 
T hun 201 6 N mor 7) seb gaiman a telah d iubah beberapa 

ali, terakhir dengan Perat ran ae ah Kabupaten 
Tas'kmala a mor 3 Ta h u n 2021 enta g Perubahan Kedua 
atas Per turan Daerah K upate Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 te tang P mbe ukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Da ah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 39); 

8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang 
Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 52); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH SINGAPARNA MEDlKA CITRAUTAMA. 

BAB I 
KETENTUAN MU v 

Pasall 

Dalam Per turan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Dae ah adalah Kabupaten Tasikmal 
2. Pe erintah Daerah adal Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
4. Din s a alah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 
5. Kepala inas adalah Kepala Dinas K sehatan Kabupaten Tasikmalaya . 
6. RSU Singaparna Medika Citrautarna yang selanjutnya disebut USMC 

adala umah Sakit Umum Daer h milik Pemerintah D erah Ka upaten 
Tasikmal ya. 

7. Direk r dalah . rektur D S' n gap i autama. 
8. Otono i da ah ewe an d am pe g olaan keuan an g milik 

daerah erta kepegaw meli u ti p pe sana' n dan 
pertangg ngjawaban keuangan s r pe gu r n ' .natausahaa n barang 
milik aerah. 

9. RSUD B UD adalah RSUD Si gaparna Medika Ci utarna yang m e rapkan 
Pengel la Keuangan B an L yanan Urn rn D erah. 

10. RKA i as adalah Ren a n K giata n Anggc ran i as Kesehatan 
Kabupa ten Tasik alay . 

11. RKA RS D adalah Renc' n Kegiatan da n Anggar R D 'inga arna Medika 
Citrautama. 

12. DPA Dina adalah D ku en Pe sanaan Anggaran D·na Kesehatan 
Kabupaten T sikmalaya. 

13. DPA RSUD adala oku en PIal sanaan Anggar n UD Singaparna 
Medika Citrautama; 

14. RBA adalah Rencana B · n lS an An garan SUD Singaparna Medika 
Citrautama. 

15. BMD adalah Barang Milik Daerah K paten Tasikmalaya dalam penguasaan 
RSUD Singaparna Medika Citrautarna untuk penggunaan dan 
penatausahaannya. 

16. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional tertentu sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelornpok sesuai dengan 
bidang keahliannya yang rnelaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak yang didasarkan pada keahlian dan I atau keterampilan tertentu yang 
bersifat rnandiri. 

18. Instalasi/Unit adalah unit kerja nonstruktural sebagai ternpat pelayanan. 
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19. SOP adalah Standar Operasional Prosedur pelayanan instalasifunit kerja yang 
ditetapkan oleh Direktur. 

20. SPA adalah Sarana Prasarana Alat yang digunakan dalam pelayanan medis 
maupun non medis di RSUD. 

21. SDM adalah Sumber Daya Manusia baik pegawai PNS maupun pegawai non 
PNS. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasa12 

(1) Dengan Peraturan Bupati Inl dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah 
Singaparna Medika Citrautama Kelas C. 

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama sebagaimana ayat 
(1) selanjutnya dapat ditulis RSUD SMC. 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN KERJA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal3 

(1) RSUD SMC adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat 
khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah. 

(2) RSUD SMC dalam melaksanakan tugas dan fungsi berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) RSUD SMC dipimpin oleh Direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan 
memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakitan. 

(4) Direktur sebagaimana tersebut dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan, 
laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan 
bidang kepegawaian. 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

Pasa14 

(1) RSUD SMC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas 
memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan secara 
paripurna. 

(2) RSUD SMC dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
menyelenggarakan fungsi: 
a . Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan rujukan 

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 
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b. Pemeliharaan dan pelayanan kesehatan perorangan melalui asuhan 
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai 
kebutuhan medis; 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; 
dan 

d. Penyelenggaraa an pengembanga n serta penapisan teknologi 
bidang kes hata a gka p ingkata n pelayanan kesehatan dengan 
memperh ati an etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

Bagian Ketiga 
Tata Hubu n ga n Kerja 

Pa sa1 5 

(1) RSU SMC sebagai organisasi yang b rsifat kh su s dalam hubungan keIja 
denga n in as bersifat koordinasi. 

(2) Koordinasi sebagaimana d' aksud pad a ay t (1) adalah da! rangka 
sinkro isasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program 'e ehatan 
daerah. 

(3) Perum s n ebij kan pelaksanaa gram kesehat 
dimaksu pa a ayat 2) m a ba ia r ' t 
sebaga i penyelenggara urusan pemer' tahan bi 

BAB IV 
SUSUNA ORGANISA I, TUG. S DA FUNG I 

agO an Pert m a 
Susunan Organi ' S I 

Pa sal6 

(1) Susunan 0 O'an i a si SUD SMC, ter ir i atas : 
a. Direktur; 
b . Bagian Tata U aha, ter . r i a t a s : 

1. Subbagian Per n cana n, va luasi dan Pelaporan; 
2 . Subbagian Adminis s i, K egawai dan 'klat; dan 
3. Subbagian Keuangan dan set. 

c . Bidang Pelayanan Kesehatan, ter 'r' a tas: 
1. Seksi Pelayanan Medik; dan 
2. Seksi Pelayanan Keperawatan. 

d. Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas: 
1. Seksi Penunjang Klinik; dan 
2. Seksi Penunjang Non Klinik. 

dae .'ebagai 
SUD SMC 

e. Bidang Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdiri atas: 
1. Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan 
2 . Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 
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(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah SMC, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas dan Fungsi 

Pasal 7 

(1) Dire tu sebagaimana dimaksud da am Pasal 6 ayat (1) huruf a em unyai 
tuga pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagia t gas 
Pe eri tah Daerah dal m emimpin, mengatur, m em ma, 
men 0 rdinas'kan, mengendalikan dan mendukung penyelen gg aan 
pelayan n kesehatan daerah. 

(2) Dalal m enyelenggarakan tugas pok k , Direktur sebagaimana pada 
ayat (1), mempu n ai fungsi: 
a. Pe yelenggaraan koordinasi pe ak 'an ugas gSl or lsa Sl; 

b. Pen tap kebija n en e nggaraa.'1. RSUD S C sesuru d engan 
kew n a gannya; 

c. Penyelen gga aa t as dan un i RSU S 
d. Penyelenggara pembin an, penga asan, dan peng n dalian pe l sanaan 

tug s dan fungsi organisasi; dan 
e. Penyelenggara an penca -a an, pemantauan, e -al a si dan p lapor 

(3) Dalam me y engga a n tugas okok seba aimana dimaksud pada ayat (1), 
Direkt emp nyai rinci n as m elipu i: 
a. Menyel n gga ra ka perum an baha n ke ijakan ' lam eny Ie ggaraan 

tugas dan fu gs' SU M 
b. Memimpin dan m engoord'nasikan pelaksana tugas SUD S C; 
c. Menyele gg r a n penyusunan p ogram erj RSU C; 
d. Merumus a n dan menetap an vis i, m isi dan ren a a s tratejik serta 

program kerj RS D S C u tuk mendukung visi dan m is' aerah; 
e. Merumuskan bahan en sun an Lapor n Ki erja n stansi Pemerintah 

(LKIP) RSUD SMC Lap ran Penye nggar Pemerintahan Daerah 
(LPPD); 

f. Merumuskan bahan kebijakan tekni di bidang pelayanan kesehatan di 
RSUD SMC; 

g. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di 
RSUD SMC; 

h. Menyelenggarakan perumusan bahan pengembangan RSUD SMC; 
1. Menyelenggarakan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis; 
J. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan; 
k. Menyelenggarakan pelayanan rujukan; 
1. Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang layanan 

kesehatan; 
m. Menyelenggarakan penunjang pelayanan logistik medis dan non medis; 
n. Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan aset; 
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o. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
sumber daya manusia RSUD SMC; 

p. Menyelenggarakan kehumasan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah 
Sakit (SIM-RS); 

q. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kineIja bawahan; 
r. Menyelenggarakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas 

Direktur dan merumuskan alternatif pemecahannya; 
s. Menyelenggarakan penyusunan program kerja sarna 

terkait, ba ik pemerintah maupun swasta untuk kelanc 
SMC; 

engan instansi 
tugas RSUD 

t. Me yel ggarakan monitoring dan evalua si kine j a RSUD SMC; 
u. en lenggarakan koordinasi de gan perangkat daerah atau 

1 in ya untuk kelancaran pelaksa a a n tugas RSUD SMC; dan 
it erja 

v. nyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(1) Bagian Tata 
ugas 

dan 

Paragraf 2 
Bagian 1'ata U saha 

Pa al B 

sebagaimana . m k u pa a as 
.a sa a pelaya a 

penyusun erenc 
etatausahaan, keh 

6 a 

a 

1) huruf b 
eliputi 

ogr81TI dan 
n romosi 

a gan dan aset, pen ge 0 aan k aim em iayaan 
an diklat, ev asi se t· pelapor RSUD 

(2) Dalam menyelenggaraka tuga s 0 ok se galm n a d imaksud p da ayat (1) 
Bagian 1'a ta U aha m emp ny i fun s i : 
a. Peny lengga raan koo d ' as ' p re c naan dan progr . RS D SMC; 
b. Penye en ggaraan pen g 'ian perencana n da progra kese etariatan; 

dan 
c. Penyelen garaan pengelo an urusa n keuangan da n a set, ep gawaian dan 

administrasi k tatau ahaa n. 
(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dim a ksu d pad a ayat (1), 

Bagian 1'ata Usaha sebaga 'mana dimak sud pad ayat ( ) mempunyai rincian 
tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusu an r n ana erja Bagian 1'ata U saha; 
b, Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyusunan program 

kerja RSUD SMC; 
c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, 

kehumasan dan promosi rumah sakit serta keorganisasian RSUD SMC; 
d. Menyelenggarakan penyusunan anggaran RSUD SMC; 
e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RSUD SMC; 
f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan 

RSUD SMC; 
g. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber 

daya manusia RSUD SMC; 
h . Menyelengarakan perumusan bahan pembinaan dan pengembangan 

pegawal; 
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1. Menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah hukum dan 
pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD SMC; 

J. Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja instansi 
pemerintah (LKIP) RSUD SMC dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (LPPD); 

k. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 
tugas bagian tata saha; 

1. Menyelenggarakan k ordinasi den an unit kerja terkait; d 
m . Menyele ggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bagian a ta Usaha , me bawah kan: 
a . bb gian Administrasi, Kepegawaian dan Pendidikan dan Pela 'ha n ; 
b. S bagian Perencanaan, Evalua i dan Pelaporan; 
c. S bagian Ke angan dan Aset. 

Pa. al g 

(1) Subb gian Administrasi, Kepegaw i n dan Pendidikan 
sebag imana i aksud dal Pas 1 8 aya ( ) huruf a 
melak a n a ka n aan, 
keorg nisasi 
keseha tan rumah sa 
pengel la n rod k h u kum ' in gkung 

a n Pelatihan 
empunyai tugas 

u , romosl 
i lat serta 

(2) Dalam m enyelenggarakan tu gas pokok sebagaim a dimaksud da a m ayat (1), 
Subbagia n Ad in istrasi, Kepegawaian dan Pe d 'd 'kan d P latihan 
memp nyai rind tugas e1iputi: 
a. Melak ka sun a n re cana k giatan Subba i' n Adm inistrasi, 

Ke egaw . a n da Pen idi n a Pela ihan; 
b, Mel ksa a an pen gum lan, pencat t n dan ngel laan da ta yang 

berh bu n gan denga egi tan Subbagia n A m in i ,trasi, K pega aian dan 
Pend'dikan dan Pelatih 

c. Melaks n aka pelayan n an penge 0 aan adm ' ni .rasi ketatausahaan 
rumah skit; 

d. Melaksanak n peny paian informasi da la pen un an tata naskah 
dinas, kearsipan dan en okumenta sian serta epus akaan di lingkungan 
rumah sakit; 

e. Melaksanaan pengelolaan ars ' , prod k hukum, perpustakaan dan 
dokumentasi rumah sakit; 

f. Melaksanakan pengelolaan kegiatan kehumasan, protokoler, dan promosi 
pelayanan rumah sakit; 

g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan diklat di 
lingkungan rumah sakit; 

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 
1. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan RSUD 

SMC; 
J. Melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya 

manusia RSUD SMC; 
k. Melaksanakan perumusan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai; 
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1. Melaksanakan koordinasi penanganan masalah hukum dan pengaduan 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSVD SMC; 

m . Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian 
Administrasi, Kepegawaian, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 10 

(1) SUbbagian Pere cana n , Eva a · Pe r n me punyal tugas 
melaksan a n penyiapan bahan penyusunan dan pengendal· an kordinasi 
rencana anggaran se ta program kerja , penyiapan bahan val asi dan 

s an laporan kegiatan RSVD SMC. 
(2) menyelenggarakan tugas pok k sebagaimana dimaksud dalam aya (l) , 

Subba ian Perencanaan, Eva u a si n Pelaporan mempunyai rincian t gas 
meli u ti: 
a. ele ksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Sub aglan 

Perencanaan, Evaluasi dan Pelapor 
b. M I san an penyiap bah n erumusan kebijakan teknis 

p e canaan, anggaran, eva uasi da p a ru sakit; 
c. Melaks akan p yia an ahan yusunan renc a strategis dan 

lapora kinerja rum 
d. M laksanaka engumpu an d n ngo a ... ata keuangan dan aset 

seba :>ai bahan penyu nan Re cana 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
LaYal'lan V m Daera h (RBA-BLVD); 

Kerja Anggar n (RKA) j D kumen 
encana isnis n ran Badan 

e. Melaksanakan ordinasi penyusunan konse Rencana Kerja 
An ' an (RKA) j D ku n Pelaksan a n An ggara n enca a Bisnis 
An gara n Ba dan Layanan mum Daerah RBA-BLU ) rum sakit; 

f. Mel' ksa nakan penyu ula us an keb tu a ggaran se a ai bahan 
perti bangan dalam pr ses KVA a tau PPAS; 

g. Melaks n akan pengum ulan da n penyusu nan a an Laporan Kinerja 
Instansi Pemerint (LKI d lapor penye enggar an pemerintahan 
daerah (LP D) rumah sakit; 

h. Melaksanakan penyus nan statis . apor dan evaluasi 
penyelenggaraan ru ah sa . t; 

1. Melaksanakan Monitoring an va uas· kinerja Subbagian Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan; dan 

J. Melaksanakan koordinasi atau kerjasama dengan bagianjbidang dan 
subbagianj seksi atau instansi lainnya di luar rumah sakit. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasalll 

(1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penetapan 
proyeksi pendapatan, pengelolaan keuangan yang melipu ti penatausahaan 
keuangan, pembukuan dan verifikasi, penyusunan laporan 
pertanggungjawaban keuangan, administrasi klaim jaminanj pembiayaan 
pelayanan kesehatan dan pengelolaan aset serta perlengkapan rumah sakit. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok se bagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan 

Aset; 

b. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan klaim pembiayaan pelayanan; 
c. Melaksanakan pengelolaan kas, perbendaharaan dan belanja rumah sakit; 
d. Melaksanakan verifikasi laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran 

keuangan, aset dan perlengkapan rumah sakit; 

e. Melaksanakan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran rumah 
sakit; 

f. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan penerimaan dan pengeluaran 
rumah sakit; 

g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan RSUD SMC; 
h. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi aset dan perlengkapan di 

lingkungan rumah sakit; 
1. Melaksanakan pengelolaan administrasi aset dan perlengkapan di 

lingkungan rumah sakit; 
J. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset rumah sakit; 
k. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan rumah sakit; 
l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; 
m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Bidang Pelayanan Kesehatan 

Pasal 12 

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) 
huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan medis, pelayanan 
keperawatan serta kendali mutu dan biaya pada pelayanan rawat jalan, 
pelayanan rawat inap, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan bedah sentral, 
dan pelayanan intensif, serta pelayanan yang merupakan program nasional. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan 

keperawatan; 
b. Penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan 

keperawatan; 
c. Penyelenggaraan pelaksanaan kendali mutu dan biaya serta keselamatan 

pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan; dan 
d. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelayanan 

Kesehatan; 
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b. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan 
perumusan kebijakan peningkatan dan pengembangan pelayanan 
kesehatan RSUD SMC; 

c. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis operasional 
peningkatan dan pengembangan pelayanan medik dan keperawatan; 

d. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

e. Menyelenggarakan koordinasi perumusan bahan penyusunan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan; 

f. Menyelenggarakan penyusunan bahan standar dan tata cara kerja 
pelayanan medis dan keperawatan; 

g. Menyelenggarakan manajemen pelayanan medik dan pelayanan 
keperawatan; 

h. Menyelenggarakan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan; 
1. Menyelenggarakan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan kesehatan; 
J. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelayanan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN); 
k. Menyelenggarakan koordinasi, kerja sarna dan kemitraan dengan unit 

kerjajinstansijlembaga di bidang pelayanan medis dan pelayanan 
keperawatan; 

1. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 
tugas Bidang Pelayanan; 

m. Menyelenggarakan koordinasi dengan bidangjunit terkait; dan 
n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 
a. Seksi Pelayanan Medik; dan 
b. Seksi Pelayanan Keperawatan. 

Pasal13 

(1) Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf 
a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi 
Pelayanan Medik mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana keIja Seksi Pelayanan Medik; 
b. Melaksanakan pemberian pelayanan medis; 
c. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis; 
d. Melaksanakan upaya keselamatan pasien di bidang pelayanan medis; 
e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, termasuk 

implementasi standar akreditasi RS; 
f. Melaksanakan pelayanan sesuai standar, kebutuhan dan ketepatan 

waktu; 
g. Melaksanakan pengendalian kebutuhan dan peningkatan pemanfaatan 

SPA medis; 
h. Melaksanakan penyusunan dan penerapan SOP yang diperlukan untuk 

pelaksanaan pelayanan medik; 
1. Melaksanakan penyiapan sistem pelaporan pelayanan medis sesuru. 

kebutuhan; 
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J. Melaksanakan penyusunan jadwal dan operasional pelayanan medis di 
semua unit pelayanan; 

k. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana 
pelayanan medis; 

l. Melaksanakan pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu 
pelayanan medis; 

m . Melaksanakan fungsi rekam medik pelayanan medis; dan 

n. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya 
jaminan kesehatan dan keselamatan pasien pada pelayanan medis; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal14 

(1) Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) 
huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keperawatan dan 
kebidanan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Keperawatan; 
b. Melaksanakan penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan 

dan kebidanan; 
c. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan 

kebidanan; 

d. Melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di 
bidang keperawatan dan kebidanan; 

e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan, 
termasuk implementasi standar akreditasi RS; 

f. Melaksanakan pelayanan sesuai standar, kebutuhan dan ketepatan 
waktu; 

g. Melaksanakan pengendalian kebutuhan dan peningkatan pemanfaatan 
SPA keperawatan; 

h. Melaksanakan penyusunan dan penerapan SOP yang diperlukan untuk 

pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan; 
1. Melaksanakan sistem pelaporan pelayanan keperawatan sesuai 

kebutuhan; 
J. Melaksanakan penyusunan jadwal dan operasional pelayanan 

keperawatan di semua unit pelayanan; 
k. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana 

pelayanan keperawatan dan kebidanan; 
l. Melaksanakan pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu 

pelayanan keperawatan dan kebidanan; 
m. Melaksanakan fungsi rekam medik pelayanan keperawatan dan kebidanan; 

dan 
n. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya 

jaminan kesehatan dan keselamatan pasien pad a pelayanan keperawatan; 

dan 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 4 
Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan 

Pasal 15 

(1) Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 
huruf d mempunyai tugas melaksanakan penunjang klinik dan penunjang 
non klinik serta kendali mutu pada pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat 
inap, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan bedah sentral, dan pelayanan 
intensif. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang 

klinis dan non klinis; 
b . Penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang klinis 

dan non klinis; dan 
c. Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang klinis dan non klinis . 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi:, 
terdiri dari: 
a . Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penunjang 

Pelayanan Kesehatan; 
b. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan 

perumusan kebijakan peningkatan dan pengembangan penunJang 
pelayanan kesehatan RSUD SMC; 

c. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis operasional 
peningkatan dan pengembangan penunjang pelayanan; 

d. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

e. Menyelenggarakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
penunjang pelayanan kesehatan; 

f. Menyelenggarakan manajemen pelayanan penunjang klinis dan penunjang 
non klinis; 

g. Menyelenggarakan pelayanan penunjang klinis dan penunjang non klinis; 
h. Menyelenggarakan koordinasi rencana kebutuhan penunjang pelayanan 

kesehatan; 
1. Menyelenggaraan penyediaan dan pemenuhan kebutuhan penunjang 

pelayanan kesehatan; 
J. Menyelenggarakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan unit 

kerja/ instansi/ lembaga pada pelayanan penunjang klinik dan pelayan 
penunjang non klinik; 

k. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengendalian penunjang 
pelayanan kesehatan; dan 

1. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
(4) Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 

a. Seksi Penunjang Klinik; dan 
b. Seksi Penunjang Non Klinik; 
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Pasal16 

(1) Seksi Penunjang Klinik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) huruf a 
mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan 
mengevaluasi pelayanan penunjang klinis meliputi rekam medik, farmasi, 
laboratorium dan pelayanan darah, radiologi serta gizi dan jasa boga. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Seksi Penunjang Klinik mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penunjang Klinik; 
b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan 

kebijakan peningkatan dan pengembangan pelayanan penunjang klinik; 
c. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas 
pelayanan penunjang klinis; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan standar dan tata cara kerja pelayanan 
penunjang klinik; 

e. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan konsep rencana kebutuhan 
pelayanan penunjang klinis sesuai dengan standar dan peraturan 
perundang-undangan; 

f. Melaksanakan penyusunan rencana pengembangan kualitas pelayanan 
penunjang klinis; 

g. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas 
penunjang klinis, dan kegiatan pelayanan penunjang klinis; 

h. Melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang klinis; 
1. Melaksanakan penyusunan rencana pemenuhan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pelayanan penunjang klinis; 
j. Melaksanakan pembinaan teknis pelayanan penunjang klinis; 
k. Melaksanakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas 

pelayanan penunjang klinis; 
1. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 

Seksi Penunjang Klinik; 
m. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait; dan 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 17 

(1) Seksi Penunjang Non Klinik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) 
huruf b mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan 
dan mengevaluasi pelayanan penunjang non klinis meliputi pelayanan 
laundry jlinen, sterilisasi instrumen, pengelolaan sanitasi (air bersih dan 
limbah), operasional ambulance, pemulasaraan jenazah dan kerohanian. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Seksi Penunjang Non Klinik mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penunjang Non Klinik; 
b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan 

kebijakan peningkatan dan pengembangan pelayanan penunjang non 
klinik; 
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c. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanan tugas 
pelayanan penunjang non klinik; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan standar dan tata cara kerja pelayanan 
penunjang non klinik; 

e. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan konsep rencana kebutuhan 
pelayanan penunjang non klinis sesuai dengan standar dan peraturan 
perundang-undangan; 

f. Melaksanakan penyusunan rencana pengembangan kualitas pelayanan 
penunjang non klinik; 

g. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas 
pelayanan penunjang non klinik; 

h. Melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang non klinik; 
1. Melaksanakan penyusunan rencana pemenuhan, penyediaan, pengelolaan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penunjang non klinik; 
J. Melaksanakan pembinaan teknis pelayanan penunjang non klinik; 
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 

Seksi Penunjang Non Klinik; 
1. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait; dan 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 5 
Bidang Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Pasal 18 

(1) Bidang Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 6 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 
penyediaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengembangan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan dan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bidang Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana 

umum dan kesehatan; 
b. Penyelenggaraan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana umum dan 

kesehatan; dan 
c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian 
tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 
b. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan 

perumusan kebijakan peningkatan dan pengembangan sarana prasarana 
rumah sakit; 

c. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis operasional 
peningkatan dan pengembangan sarana prasarana rumah sakit; 

d. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 
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e. Menyelenggarakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
sarana prasarana rumah sakit; 

f. Menyelenggarakan pelayanan sarana prasarana rumah sakit; 
g. Menyelenggarakan koordinasi rencana kebutuhan sarana prasarana 

rumah sakit; 

h. Menyelenggarakan penyediaan dan pemenuhan kebutuhan sarana 
prasarana rumah sakit; 

1. Menye1enggarakan koordinasi, keIja sarna dan kemitraan dengan unit 
kerja/instansi/lembaga terkait pelayanan sarana prasarana rumah sakit; 

J. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengendalian sarana 
prasarana rumah sakit; 

k. Menye1enggarakan koordinasi dengan unit terkait; dan 
1. Menye1enggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, membawahkan : 
a. Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 
b. Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pendukung Pe1ayanan Kesehatan; 

Pasal19 

(1) Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pe1ayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 18 ayat (4) huruf a mempunyai tugas merencanakan, penyediaan, 
penge101aan dan pemeliharaan serta monitoring penyelenggaraan fasilitas 
saran a prasarana kesehatan meliputi gedung pe1ayanan, fasilitas alat 
kesehatan, pendukung alat kesehatan, perbekalan kesehatan, bahan habis 
pakai medis, e1ektrikal alat kesehatan, penge101aan gas medis, peme1iharaan 
mobil ambulance, jenazah, kendaraan dinas/operasional, serta sistem 
informasi teknologi rumah sakit (SIM RS). 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), 
Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pe1ayanan Kesehatan mempunyai rincian 
tugas me1iputi: 
a. Me1aksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pendayagunaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan; 
b. Me1aksanakan koordinasi dalarn rangka penyusunan bahan perumusan 

kebijakan teknis pengembangan sarana prasarana kesehatan; 
c. Mempelajari dan memaharni peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 
d. Me1aksanakan inventarisasi dan penyusunan konsep rencana kebutuhan 

sarana prasarana kesehatan sesuai dengan standar dan peraturan 
perundang-undangan; 

e. Melaksanakan penyusunan konsep usulan kebutuhan sarana prasarana 
kesehatan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan; 

f. Me1aksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; 

g. Merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan peme1iharaanj 
perbaikan dan evaluasi penggunaan fasilitas sarana prasarana kesehatan; 

h. Me1aksanakan pengawasan penggunaan fasilitas sarana prasarana 
kesehatan; 
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1. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan penggunaan sarana 
prasarana kesehatan; 

J. Melaksanakan penyusunan, perencanaan analisa kebutuhan tenaga 
pengelolaan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan, pengembangan, 
dan penilaian kineIja tenaga pengelolaan sarana prasarana kesehatan; 

k. Melaksanakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas 
Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

1. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 
Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

m. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait; dan 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal20 

(1) Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) huruf b mempunyai tugas merencanakan, 
penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan, monitoring penyelenggaraan 
penggunaan fasilitas sarana prasarana umum RSUD SMC meliputi teknis 
penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga/ 
perkantoran, kebersihan, taman, perparkiran, keamanan, sistem 
penanggulangan kebakaran, kelistrikan, saran a keagamaan serta fasilitas 
umum lainnya dilingkungan RSUD SMC. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan mempunyai 
rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana keIja Seksi Pendayagunaan Fasilitas 
Pendukung Pelayanan Kesehatan; 

b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan 
kebijakan teknis pengembangan sarana prasarana umum; 

c. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

d. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan konsep rencana kebutuhan 
sarana prasarana umum seSUaI dengan standar dan peraturan 
perundang-undangan; 

e. Melaksanakan penyusunan konsep usulan kebutuhan sarana prasarana 
umum sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan; 

f. Melaksankan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pemeliharaan sarana prasarana umum; 

g. Merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan / 
perbaikan dan evaluasi penggunaan fasilitas sarana prasarana umum; 

h. Melaksanakan pengawasan penggunaan fasilitas sarana prasarana umum; 
1. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan penggunaan sarana 

prasarana umum; 
J. Melaksanakan penyusunan, perencanaan analisa kebutuhan tenaga 

pengelolaan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan, pengembangan, 
dan penilaian kineIja tenaga pengelolaan sarana prasarana umum; 

k. Melaksanakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas 
Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan; 
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1. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 
Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan; 

m. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait; dan 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf6 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal2l 

(1) Pada rumah sakit terdapat Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas 
pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merekomendasikan 
kewenangan klinis kepada Direktur melalui Komite. 

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. 

(4) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf i berdasarkan bidang keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunJang tugas sesuai 
kewenangannya. 

(5) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 
yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. 

(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(7) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal22 

Pada RSUD SMC juga dapat dibentuk satuan organisasi yang bersifat non 
struktural meliputi komite-komite, satuan pengawas internal, instalasi dan unit 
kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur. 

BABV 
PENGISIAN JABATAN 

Pasa123 

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai aparatur sipil 
negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah selaku Ketua 
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Jabatan struktural selain Direktur diisi pegawai aparatur sipil negara atas 
usulan Direktur kepada Bupati seSUal dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, 
jabatan administrator dan jabatan pengawas RSUD SMC memenuhi 
persyaratan kompetensi: 
a. Teknis; 
b. Manajerial; dan 
c. Sosial kultural. 



19 

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai 
aparatur sipil negara yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi 
pemerintahan. 

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari 
tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan 
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi. 

(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur 
dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manaJemen dan 
pengalaman kepemimpinan. 

(7) Kompetensi so sial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam 
hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 

(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara 
kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan 
kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, 
pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah kabupaten dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan. 

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABVI 
ESELON 

Pasal24 

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan 
jabatan struktural eselon lILA. 

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf b, huruf c , huruf d dan huruf e merupakan jabatan struktural eselon 

III.B. 
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1 dan angka 2, 
huruf d angka 1 dan angka 2, serta huruf e angka 1 dan angka 2 merupakan 
jabatan struktural eselon IV.A. 

BAB VII 
TATA KERJA 

Pasal25 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Bagian, 
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan 
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah 
sesuai dengan tugas pokoknya masin g- masing. 

(2) Setiap pimp in an satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , wajib 
mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 
mengambillangkah-Iangkah yang diperlukan. 



(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing- masing 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pe1aksanaan tugas 
bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya 
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

(5) Setiap lapora n yang diterima oleh pimpinan satuan rganisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan u tu penyusunan 
laporan ebih anjut dan untuk m mberikan pet nju k kepada ba a nya. 

(6) Dala m enyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, te busan 
la ran wajib disampaikan pula ke a da satuan organisasi lain yan se ara 
fungsional mempu yai hubu gan keIja . 

BAB VIII 
TATA KELOLA 

Bagi Kesatu 

Pasa 1 26 

(1) RSUD SMC harus m enye en a akan ta a kelola rumah . dan ta t r ke101a 
klinis ya n g baik unt k in g a tkan ·ne ·a la an r fesional 
kepad masyarakat . 

(2) Dalam m enyelenggarakan tata ke101a Ruma h akit a ata lin is yang 
baik R UD SMC m emili i ot nomi dalam pengel 1 an keu angan da barang 
milik d r erah serta bidang kepegawaian. 

(3) Otono i da lam engelola a n ke angan dan ara g m i ik aer e b' gaimana 
dimaks d ada ayat (2) m e1iputi p encan a , p la ksanaan dan 
pertang . awaban keuanga sert p nggu aa da pe a tau a a n barang 
milik dae ah. 

(4) Dalam pengelolaan keu n an dan barang m ilik daerah serta bidang 
kepegawaian sebagaim ana dimaksud ' da ayat (2) Direktu be tanggung jawab 
kepada Kepala Dinas me1alu i e yam aian la oran eu gan, laporan 
pengelolaan barang m ilik daerah dan la poran pengelolaa n kepegawaian RSUD 
SMC. 

(5) Penyampaian laporan keu ngan, laporan penggunaan dan penatausahaan 
barang milik daerah dan lap an pengelolaan kepegawaian RSUD SMC 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) d· aksanakan sekali dalam satu tahun. 

(6) Laporan penge10laan sebagaimana ayat (5) sesual dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Penge101aan Keuangan 

Pasal27 

(1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD SMC memiliki otonomi dalam 
penge101aan keuangan. 

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD SMC dalam menunjang 
pengelolaan BLUD memiliki Bendahara Penerimaan dan Bendahara 
Penge1uaran. 



(3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan. 

(4) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja rumah sakit. 

(5) Direktur dalam menerapkan PPK BLVD bertanggung jawab atas pelaksanaan 
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan rumah sakit. 

P s 128 

(1) Dalam penge101aan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pa a l 26 ayat (1) 
Direktur ertangung jawab kepada Kepala Dina . 

(2) Pertan gun gjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i ak anakan 
m e alu· penyampaian laporan keuang RSVD SMC. 

(3) Dal pertanggungjawa ba keuangan sebagaimana dimaksud dalam P a1 27 
aya (2), Direktu m e1akukan penyusuna n 1aporan keuangan yang merupakan 
bagi n dari 1a poran kinerja sesuai den gan ke entuan peraturan per n ang­
unda .g 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimak ud ayat (3) disajikan sebag ·1 plran 
1apora keu angan RSVD SMC. 

(5) Tata c ra dan format penyusunan 1 poran keuan gan se aksud 
pada r ya t (4) sesuai deng ket u a n pera ran perund g- 1 

a sal 29 

(1) Dalam m elaksanakan oton omi pengelolaan keu an seb gaimana di aksud 
dalam Pasal 26 , Direktur ditetapkan selaku uasa pengguna a g a sesual 
dengan ketentuan perat ra p runda n g-undan gan . 

(2) Selain el u a sa pe g na anggara n sebagaim r dimaksud pa a ayat (1), 
Direktu r memiliki tugas da n kewenan ga n: 
a. Menyusun Ren cana Kerja da n Anggaran (R ); 
b. Menyus n Dokumen e aksanaan nggar n (DPA ; 
c. Menanda tangani u rat pe intah embaya r , pen gaju a n SP2D PB RSVD; 
d . Mengelola u tang dan piu an dae ah yang m enjad i tanggung jaw bnya; 
e. Menyusun dan m enyampai an lapor n keuangan u nit yang di ·mpinnya; 
f. Menetapkan peja ba t p laksana k . an, pejaba t pelaksana eknis kegiatan 

dan pejabat penatausahaa n keuangan; dan 
g. Menetapkan pejabat lainn a d nit ya g dip· pinnya dalam rangka 

pengelolaan keuangan da a h. 
(3) RKA dan RBA serta DPA sebagaimana ya g dimaksud ayat (2) huruf a dan 

huruf b disampaikan kepada Tim nggaran Pemerintah Daerah melalui 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi RSVD yang 
telah menerapkan PPK -BLVD dalam menyusun RBA 

Pasal30 

(1) RKA RSVD SMC merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari RKA Dinas. 

(2) DPA RSVD SMC merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari DPA Dinas. 

(3) Dalam pelaksanaan keuangan Direktur melaksanakan belanja sesuai DPA 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(4) Bagi rumah sakit BLUD, pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) juga melaksanakan anggaran pendapatan dan pembiayaan. 

Pasal31 

(1) Seluruh pendapatan RSUD BLUD dapat digunakan langsung untuk 
membiayai belanja rumah sakit Daerah. 

(2) Pendapatan RSUD BLUD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) meliputi 
seluruh pendapatan BLUD selain dari APBD. 

(3) Pendapatan SUD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan 
dalam R DO as pada kelompok PAD, jenis la i -lain PAD yang sa dan obyek 
penda tan BLUD ° 

Pasal 32 

(1) Pagu a ggaran belanja RSUD BLUD dalam RKA Dinas yang sumber an nya 
berasal dari pendapatan BLUD dan s rplus anggaran BLUD, dirinci alam 
satu rogram, satu kegiatanJ sub kegiatan, satu output d jenis belanja. 

(2) Rincian lebih lanjut dari pagu anggaran belanja RSUD BLUD s ag imana 
dimak u d ayat (1) dituang an dalam RBA. 

(3) RBA ebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan 
Pembiaya RSUD BL pa kan 
diinte a sikan pa da akun p biayaan pada S aku BL 

ar D 1\ Dinas. 
s s I ljutnya 

(4) RSUD BLUD dapat elakukan rges ra nn Ian belan· a yang a a di RBA 
sebaga im a a d imaksud pa a a at (2) sepanjang tidak erubah Jenls 
belanj . 

(5) RSUD BLUD da pat melak kan penye uaian p belanj ang ada di RBA 
sebagaim a d imaks pada ayat (2) se anjang tidak mel b ihi nilai ambang 
batas ua pulu h persen diatas a anggaran di D 

Bagia Ketiga 
Pengel laa Bara ng M ° ik aerah 

Pa a1 33 

(1) Sebagai unit organisa s bersifa kh us s RSUD memi iki otonomi dalam 
pengelolaan barang milik daerah. 

(2) Otonomi dalam pengelolaan bara g milik daerah sebag ·mana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi peren a naa , pelak anaa dan pertanggungjawaban 
penggunaan dan penatausahaan ar g mO ok daerah. 

(3) RSUD SMC berwenang dan bertan gung jawab dalam pengelolaan barang 
milik daerah dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan dan 
pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi RSUD SMC 
dalam lingkup barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. 

(4) Direktur mempunyai wewenang dan bertanggungjawab: 
a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah 

bagi RSUD SMC yang dipimpinnya; 
b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang 

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
c . Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya; 



d. Menggunakan. barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya 
u~~uk .kepentIngan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD SMC yang 
dlplmplnnya; 

e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya; 

f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 
daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujuan DP D T daerah se ain anah dan/atau 
bangunan; 

g. ~enyer. kan barang m ilik daerah berupa tanah dan/ atau ban nan yang 
tIdak dlgunakan un t k kepe tingan penyele ggaraan tuga d fungsi 
RSUD MC yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan ·h lain, 
ke ada Bupati melalui Pengelola arang; 

h. . eaajukan usul pemusn an da penghapusan barang milik daer ; 
1. ela ukan pembinaan, pengawa an, dan pengendalian atas pen em, aan 

bara n ·a m ilik daerah yang ada dalam penguasa nya; 
J. M nyusun dan menyampaikan la oran barang penggu a semest ra dan 

lap ran bara ng pengguna tahunan yang berada dalam pengu s' annya 
kepada Pengelola Barang; dan 

k. Ha il pemanfaatan barang milik d r erah merupakan pen apatan BLUD 
RS ' D. 

agian Ke mpa 
Pen gelolaan Kepegawai 

Pasal 34 

(1) Sebagr
·, unit organisasi ersifat khu sus SUD emiliki otonom i dalam 

pengel laa n bidang kepeg walan. 
(2) Direkt RSUD dapat me gus lkan pengangk tan, p m indahan dan 

pemberh e tia n p gawai yang berasal dari aparatur sip·l n egara kepada 
pejabat yang berwenang sesu ai den gan k tentuan pera ·ur p rundang­
undangan; 

(3) Direktur memiliki kewenan an da a m m elenggarak pem ina an pegawai 
yang berasal dari aparatur sipil negar' dala pelak anaan u g s dan fungsi 
dalam jabatan sesuai dengfu'1 ketentuan peratu ran erunda ng- ndangan;dan 

(4) Direktur memiliki ke en gan da am pen gangk tan, pengelolaan dan 
pembinaan pegawai lainnya selain 1 lingkungan RSUD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perund n g-u danga 

Bagian Kelima 
Tata Kelola Klinis 

Pasal 35 

(1) Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang 
meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis 
bukti, peningkatan kineIja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil 
pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit. 

(2) Dalam menerapkan fungsi manajemen klinis sebagaimana tersebut dalam 
ayat (1) Direktur wajib menerapkan standar, mengutamakan peningkatan 
mutu dan keselamatan pasien. 

(3) Dalam menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan 
keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD wajib 
mengikuti akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 



24 

BABIX 
PEMBIAYAAN 

Pasal36 

(1) Pembiayaan RSUD SMC dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, 
anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, 
subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain tersebut dalam ayat (1), Sumber pembiayaan RSUD BLUD dapat berasal 
dari pinjaman. 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 37 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati mI, pejabat yang ada tetap 
mendudu ki jabatannya dan melaksan akan tugasnya sampai dengan 
ditetapkan nya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB XI 
KETENTU AN PENUTUP 

Pasal38 

Dengan berlaku nya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rin cian Tu gas Un·t di Lingkungan Rumah Sakit 
Singaparna Medika Cit rautama , dicabut da n dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 39 

Peraturan Bu pati ini mulai berlaku pada ta n ggal diundangkan. 

Agar setia p oran g mengetahu inya , m emerin tahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan pen empatannya da lam Berita Daerah Kabupa ten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 4 Oktober 2021 

SEKRETARI DAERAH 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal4 Oktober 2021 

;. KABUPATEN f\SIKMALAYA, 

f$/ 

MO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 71 



• 

LAMPI RAN 
NOMOR 
TENTANG 
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